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KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah, mengamanatkan fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) yang tertuju
pada dua sasaran yang utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut
diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan
komponen hasil melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan (IPKP).

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik
adalah melakukan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Zona Integritas kepada
pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik pada Instansi Pemerintah sangat
beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama melakukan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Zona
Integritas guna meningkatkan layanan tersebut, yang didasarkan pada Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun
2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap Survei yang dilakukan melalui
aplikasi Si Surti Pengadilan Agama Pamekasan, terdapat 227 responden pada
triwulan 1V. Diharapkan kedepan nya, Pengadilan Agama Pamekasan terus
melakukan inovasi dan perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tetap
berintegritas.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan evaluasi kinerja
dalam pemberian layanan di Pengadilan Agama Pamekasan.

Pamekasan, 30 September 2025

Tim Survey



BAB |
KUESIONER SURVEI

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih jauh dari kata
sempurna, karena masa kini masyarakat semakin kritis seiring dengan kemajuan
teknologi. Media sosial yang semakin berperan penting didalam kehidupan
masyarakat menjadi salah satu faktor pengontrol pemerintah dalam melayani
masyarakatnya. Seringnya masyarakat mengkritisi layanan pemerintah melalui
media sosial mau tidak mau harus disikapi pemerintah dengan cermat. Dengan
melalui media sosial masyarakat berusaha untuk mengontrol, mengawasi jalannya
pelayanan publik ke arah yang lebih baik, yang melayani. Untuk itu pelayanan publik
yang dihadirkan juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat
yang tentunya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik
adalah melakukan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) kepada pengguna layanan.
Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang
berbeda, maka Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat menggunakan metode dan
teknik survei yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan Pengadilan Agama
Pamekasan. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Pamekasan
melaksanakan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam rangka pelaksaaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani serta Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini bertujuan untuk mengukur kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan jasa Pengadilan
Agama Pamekasan yang efektif dan prima kepada pengguna layanan Pengadilan
Agama Pamekasan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pamekasan. Adapun
sasaran- sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah untuk mengukur
persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di suatu lembaga atau organisasi.

Sasaran IPAK sebagai berikut :



1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan:
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
di Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dan transparan
dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pamekasan.
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini juga berkaitan dengan layanan Pengadilan
Agama Pamekasan yang disediakan untuk masyarakat atau pengguna Pengadilan
seperti layanan informasi, layanan e-court, layanan pengaduan, layanan
pendaftaran, layanan pembayaran sampai dengan layanan penyerahan produk
pengadilan baik itu penyerahan salinan putusan / salinan penetapan atau
penyerahan akta cerai. Layanan tersebut sangat mempengaruhi kepada hasil Indeks
Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Agama Pamekasan.

Sehingga apabila ditelaah lebih lanjut, hasil dari Indeks Persepsi Anti Korupsi
(IPAK) ini bisa sebagai data untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan
Pengadilan Agama Pamekasan yang telah diuraikan tersebut.



BAB Il
METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden
Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima layanan
saat menerima layanan di Pengadilan Agama Pamekasan baik secara
langsung / on the spot maupun tidak langsung seperti pengguna layanan
PTSP, Pelaksanaan sidang di luar gedung maupun sosialisasi ZI.
B. Metode Pencacahan
Metode pencacahan dalam pengukuran survei ini didasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani serta
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 yang terdiri dari 5 unsur:
1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit
layanan ini.
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan
yang berlaku pada unit layanan ini.
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Agama Pamekasan diolah
dan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif yaitu metode yang
berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga
memberikan informasi yang berguna. Penyajian data tersebut selanjutnya
disusun kedalam satu unsur yakni: Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
kuesioner 5 (lima) pertanyaan dengan pilihan jawaban. Adapun pilihan
jawaban tersebut memiliki skor atau nilai dengan skala bintang 1(*) s/d 6

(******) sebagaimana dijabarkan dalam nilai persepsi dibawah ini :



Tabel Nilai IPAK

Nilai Interval
No | Mutu Pelayanan Konversi Persentase
1 A (Sangat Baik) 3,5324 -4 88,31% -,100%
2 B (Baik) 3,0644 — 3,532 | 76,61% — 88,30%
3 | C(Kurang Baik) | 2,6000 — 3,064 | 65,00 %- 76,60 %
4 D ( Tidak Baik) | 1,0000 — 2,5996 25,00% 64,99%
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PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei
Kuesioner selama Triwulan 11l tahun 2025 yang terkumpul dan terisi dengan
lenkap sejumlah 318 responden. Berdasarkan Indeks Persepsi Anti Korupsi
(IPAK) di Pengadilan Agama Pamekasan dan hasil analisis data yang telah
dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
memiliki skor 3,87 dengan kategori “SANGAT BERSIH DARI KORUPSI”.
Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut di atas, pada Pengadilan
Agama Pamekasan. terdiri dari satu sub ruang lingkup, analisis selanjutnya
adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap satu sub ruang lingkup
tersebut.. Berikut hasil survei yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram:
Tabel IPAK rata-rata skor

No Unsur Persepsi Anti Korupsi Nilai Unsur Mutu
Pelayanan Pelayanan

1 Tidak ada diskriminasi pelayanan
pada unit layanan ini. 3,88 Sangat Baik

2 Tidak ada pelayanan diluar
prosedur/kecurangan pelayanan 3,86 Sangat Baik

3 | Tidak ada penerimaan imbalan
uang/ barang/ fasilitas diluar

ketentuan yang berlaku 385 Sangat Baik
4 | Tidak ada pungutan liar (pungli) 388 Sangat Baik
5 | Tidak ada percaloan/ perantara

tidak resmi 3,88 Sangat Baik

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,88 berada pada
interval 3,26 s/d 4,00, kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian
menunjukkan bahwa pelayanan petugas Pengadilan Agama Pamekasan
TIDAK memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan
pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan

sejenisnya.



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,86 berada pada
interval 3,26 s/d 4,00, kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian
menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK
ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan
ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan
antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur,
pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas diluar
ketentuan yang berlaku
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,85 berada pada
interval 3,26 s/d 4,00, kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian
menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK
ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk
alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan,
pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel,
perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan,
pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort
perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll)
diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli)
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,88 berada pada
interval 3,26 s/d 4,00, kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian
menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK
ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas
pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli
bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”,
“uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).

5. Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,88 berada pada
interval 3,26 s/d 4,00, kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian
menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan TIDAK

ada Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai



pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau

tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

B. Tindak Lanjut Hasil Survey
Dari nilai terendah yang diperoleh yaitu tidak ada penerimaan imbalan
uang/ barang/ fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
mendapat nilai terendah, maka tindak lanjutnya adalah:
1. Identifikasi penyebab nilai terendah pada indikator tersebut, seperti
kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan, atau kurangnya sanksi
bagi pelanggar.
2. Peningkatan sosialisasi tentang ketentuan yang berlaku dan sanksi
bagi pelanggar kepada seluruh karyawan dan masyarakat umum.
3. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan imbalan uang/ barang/
fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan.
4. Penguatan sanksi bagi pelanggar ketentuan yang berlaku, seperti
sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi lainnya.
5. Peningkatan transparansi dalam proses penerimaan imbalan uang/
barang/ fasilitas, seperti dengan menggunakan sistem online atau sistem
lainnya yang dapat meningkatkan transparansi.
6. Evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi tindak

lanjut tersebut untuk memastikan bahwa nilai IPAK dapat meningkat.

Evaluasi Di Tiap Area Zona Integritas

. : MAHKAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

AGAMA PAMEKASAN

RAPAT MONITORING DAN
EVALUASI TIM ZI AREA IV
PANGADILAN AGAMA
PAMEKASAN
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BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Survey

Jenis Periode Tahun Periode Tahun Periode

Per Triwulan v 2025 v Triwulan NI - Q FILTER PERIODE

STATISTIK SURVEI
Periode Triwulan 3 Tahun 2025

318 3.88

Data Responden Indeks Kepuasan Masyarakat

39 3.87

Indeks Persepa Kuilites Pelayanan Indeks Persepsi Anti Korupsi

DATA UNSURSURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode Triwulan 3 Tahun 2025
Total Responden : 318 INDEKS : 3.87

Copy csv Excal Print

NO 4 PERSEPSI ANTI KORUPSI NILAI MUTU
L . . Sangat Baik
X Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini 3.88 (A)
2 Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit 186 Sangat Baik
layanan ini ? (A)
3 Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan 385 Sangat Baik
yang berlaku pada unit layanan ini i (A)
4  Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini 388 Sang(:t)Balk
. . y o Sangat Baik
5  Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini 388

(A)



B. Data Responden

Jenis Layanan

Layanan permohonan
infomasi dan Layanan
pengaduan: 44 (13.84%)

Layanan penyerahan
produk pengadilan: 4
(1.26%)

Layanan penyelesaian
perkara: 270 (84,91%)

JENIS LAYANAN

Jenis Layanan

Jumlah Responden

Layanan penyerahan produk pengadilan 4
Layanan permohonan infomasi dan Layanan 44
pengaduan

Layanan penyelesaian perkara 270

Tingkat Pendidikan

Strata lIl: 1 (0.31%)
Strata II: 4 (1.26%)

Diploema IV/Strata I: $5 (17.30%)

Alkademi/Diploma: 15 (4.72%) —

Sekolah Menengah Atas /
Sekolah Menengah
Kejuruan (Sederajat): 121
(32.05%)

.

Tidak Sekolah: 7 (2.20%)

Selcolah Dasar (Sederajat)
173 (22.96%)

Sekolah Menengah

Pertama (Sederajat): 42
{13.21%)




PEKERJAAN
PekeriggRat Pendidikan Total
Belum/ TidakiRgkgfiRendidikan L Total
| Mengurus Rumah Tangga 38

Tidak Sekolah

Pelajar/ Mahasiswa Q
Sekﬂ'g'ﬂ Dasar (Sederajat) B 73
SekBriandnekeRinPertama (Sederajat) 22

Nelayan/ perikanan
Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah
Kejltaaraysat hipaia 20

Karyawan Honorer B
Akademi/Diploma

Tuka_ng Batu D
Di )i%lll'llﬂji‘\//st[dtd f J 55
Strata Il

Pekerjaan

Pedagang: 27 (8.49%)

Sopir: 4 (1.26%) Mengurus rumah tangga:

-
V4

Petani/pekebun: 48 (15.09%) Pagawai Negeri Sipil: 6 (1.89%)

Pungacars: 5 (1.57%)

Guru: 6 (1.89%) &\‘\

Tukang batu: 4 (1,26%)

Karyawan Honorer: 8 (2.52%)

Karyawan swasta: 60 (12.87%)

Pensiun: 2 (0.63%)

- Pelajar/Mahasiswa: 51 (16.04%)



Pengacara 3
Sopir 7
Pedagang 2
Lainnya 1
Jenis Kelamin
Laki-Laki: 158 (43.40%)
Perempuan: 180 (§6.60%) —
JENIS KELAMIN
Jenis Kelamin Total
Laki-Laki 138

Perempuan 180




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR : 1584 /KPA.W13-A29/SK.OT1/IX/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEY
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan di Pengadilan
Agama Pamekasan secara terus menerus perlu diadakan
survey terhadap kepuasan dan persepsi pelanggan;

b. bahwa hasil survey adalah untuk memgukur kepuasan dan
persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Pengadilan Agama Pamekasan;

c. bahwa agar pelaksanaan survey dapat terlaksana dengan baik,
maka perlu membentuk Tim Survey;

d. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor: 1205/DJA/KP4.1.3/V/2025 Tanggal 28 Mei
2025 Tentang Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim
Mahkamah Agung RI.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) di Wilayah Instansi Pemerintah;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor :
61/KPA.W13-A29/0T1/SK/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024
tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama
Pamekasan Tahun 2024 telah dicabut;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN TAHUN 2025



PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Nomor: 1010/KPA.W13-A29/SK.OT1/VI/2025 Tanggal 23 Juni
2025, tentang Pembentukan Tim Survey Pada Pengadilan Agama
Pamekasan Tahun 2025;

: Membentuk Tim Survey Pengadilan Agama Pamekasan:
: Tugas dan tanggug jawab Tim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey-survey yang diperlukan oleh Pengadilan
Agama Pamekasan seperti Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Survey
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).

Menyusun Kuesioner;

Menetapkan sampel dan responden;

Mengelola dan menganalisa data hasil survey;

Membuat laporan hasil survey;

Melaporkan hasil pelaksanaan survey kepada Ketua
Pengadilan Agama Pamekasan;

ouh LN

: Struktur Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

—.. Ditetapkan di : Pamekasan
SCAVTY, Pada tanggal : 24 September 2025

G ‘I,\}\{ETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN,
A\ %\

g

MUHAMMAD NAJMI FAJRI




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NOMOR  : 1584 /KPA.W13-A29/0T1/SK/IX/2025
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2025
TIM SURVEY

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2025

No Nama Jabatan Kedudukan
1. | Muhammad Zulfigor Amanzha, S.H. Hakim Koordinator
Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. Hakim

2 Sekretaris
Kasubag Umum dan
3. | Siti Halimah, S.H. Keuangan Anggota
Kasubag Perencanaan, IT
4. | Bambang Wahyudiono, S.H. dan Pelaporan Anggota
Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom Pranata Komputer Ahli Anggota
5. Pertama
7. | Erna Wagiana Jurusita Anggota
8. | Jauhari Jurusita Pengganti Anggota
9. | Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B. Jurusita Pengganti Anggota
Penata Layanan
; Anggota
10.| Ahmad Bahri, S.H. Operasional
Penata Layanan
. Operasional
11.| Nurus Safarina, S.Sy. Anggota
12.| Syaiful Putra, S.H. Penata Layanan Anggota
Onerasional
13.| Abd. Manan Operator Layanan Anggota
Onerasinnal
14.| Haris Suyitno, S.H. Operator Layanan Anggota
Operasional
15.| Deky Apriyanto PF, S.H. PPNPN Anggota




16.

Anisatul Musyarofah, S.Kom.

PPNPN

Anggota

Ditetapkan di : Pamekasan

e
7 NGAN

AN "\"';‘,‘*-.\

Pada tanggal : 24 September 2025
‘:'\:'f . KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN,







